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ABSTRAK

Perlindungan anak dari kekerasan seksual merupakan isu mendesak yang
menuntut perhatian serius, terlebih ketika terjadi di panti asuhan yang
seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual di panti
asuhan di Indonesia maupun Malaysia, yang memperlihatkan adanya celah
dalam regulasi maupun implementasi hukum. Pokok permasalahan penelitian ini
berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan
seksual di panti asuhan serta persamaan dan perbedaan sistem hukum antara
kedua negara. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai
sejauh mana hukum hadir dalam menjamin keamanan dan hak-hak anak,
sekaligus menegaskan peran negara dalam melindungi kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) melalui pendekatan yuridis-komparatif. Data
dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur
akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan
memanfaatkan kerangka teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon,
yang menekankan dimensi preventif dan represif, serta teori maqasid as-syari‘ah
yang menitikberatkan pada pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs),
akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Dengan kerangka ini, penelitian
diarahkan untuk menilai sejauh mana regulasi di Indonesia dan Malaysia tidak
hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mencerminkan perlindungan
komprehensif sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia
memiliki dasar hukum yang kuat, namun berbeda dalam implementasinya.
Indonesia masih menekankan aspek represif melalui penjatuhan sanksi berat
bagi pelaku, sementara mekanisme pencegahan dan pemulihan korban belum
berjalan optimal. Malaysia justru lebih menonjolkan perlindungan rehabilitatif
dengan dukungan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), meski masih terkendala
dualisme hukum sivil dan syariah. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan
maqasid as-syari‘ah, Indonesia lebih menitikberatkan pada penjagaan keturunan
(hifz al-nasl) melalui efek jera, sedangkan Malaysia mengutamakan penjagaan
jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql) dan agama (hifz al-din) melalui
perlindungan psikologis dan pemulihan korban. Keduanya memerlukan
penguatan aspek preventif dan harmonisasi regulasi agar perlindungan anak di
panti asuhan benar-benar menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, Panti Asuhan,
Indonesia-Malaysia
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ABSTRACT

Child protection from sexual violence is an urgent issue requiring serious
attention, especially when such acts occur in orphanages that are expected to
serve as safe spaces for children’s growth and development. This study is
motivated by various cases of sexual abuse and sexual violence in orphanages in
Indonesia and Malaysia, which demonstrate existing gaps in both regulation and
the implementation of legal measures. The central problem of this research
focuses on the forms of legal protection provided to child victims of sexual
violence in orphanages, as well as the similarities and differences between the
legal systems of the two countries. This focus is essential to address the
fundamental question of the extent to which the law ensures children’s safety
and rights, while also reaffirming the state’s role in protecting vulnerable groups.

This research employs a qualitative method with a library research
design, using a comparative-juridical approach. Data were collected from
statutory regulations, court decisions, academic literature, and relevant scholarly
publications. The analysis was guided by Philipus M. Hadjon’s theory of legal
protection, which emphasizes preventive and repressive dimensions, alongside
the maqasid as-syari‘ah framework that highlights the preservation of religion
(hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), and lineage (hifz al-nasl).
Through this theoretical lens, the study evaluates the extent to which the
regulatory frameworks in Indonesia and Malaysia not only function normatively
but also provide comprehensive protection in line with the principles of justice
and humanity.

The study found that both Indonesia and Malaysia possess strong legal
foundations, yet differ in their implementation. Indonesia still emphasizes a
repressive approach by imposing severe penalties on perpetrators, while
preventive measures and victim recovery mechanisms remain suboptimal.
Malaysia, on the other hand, places greater emphasis on rehabilitative protection
supported by the Department of Social Welfare (Jabatan Kebajikan
Masyarakat/JKM), although it continues to face challenges from the dualism
between civil and syariah law. Based on the theories of legal protection and
magqasid as-syari‘ah, Indonesia focuses primarily on safeguarding lineage (hifz
al-nasl) through deterrence, whereas Malaysia prioritizes the preservation of life
(hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), and religion (hifz al-din) through
psychological protection and victim rehabilitation. Both countries require
stronger preventive measures and regulatory harmonization to ensure
comprehensive child protection in orphanages.

Keywords: Legal Protection, Child Sexual Violence, Orphanages, Indonesia-
Malaysia
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MOTTO

G5 33 8 piald
“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah adalah benar”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab Nama Huruf latin Keterangan

! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

. : ) Es (dengan titik di
< Sa’ S

atas)
d Jim J Je
Ha (dengan titik di
C Ha H
bawah)

d Kha Kh Ka dan ha

3 Dal D De

. . . Zet (dengan titik di
X Zal V4

atas)

J Ra’ Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye

X




Es (dengan titik di
ol Sad S
bawah)
De (dengan titik di
ol Dad D
bawah)
Te (dengan titik di
L Ta’ T
bawah)
Zet (dengan titik di
b2} zZa’ Z
bawah)
I ‘Ain d Koma terbalik di atas
& Gain G Ge
o Fa’ F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
8 Mim M Em
o Nun N En
3 Wawu w W
® Ha’ H Ha
& Hamzah ) Apostrof
IT; Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

A ditulis muta’addidah
H ig— ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
2.8 ditulis hikmah

3
AY
\




o
e

e ditulis ‘illah

(Ketentuan ‘ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

BRENERES ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbigah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Lkl 585 ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
L. - Fathah ditulis A
S Kasrah ditulis |
3. . 05 N Dammah ditulis U
E. Vokal Panjang
1. Fathah + Alif ditulis A
Claian) Istihsan
2. Fathah +$}‘/a mati ditulis A’ i
et Unsa
3. Kasrah + ya’ mati o I
o slad) ditulis al- ‘Alwani
4. Dammah + wawu mati ditulis U
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F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati o Ai
. ditulis o
ph e Gairihim
Fathah + wawu mati o Au
. ditulis
Js Qaul
G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata
il ditulis a’antum
e ditulis a’antum
A SE Y ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila huruf diikuti Qamariyyah
oA ditulis Al-Qur’an
sl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'I (el) nya.

At ditulis ar-Risalah
eluaill ditulis an-Nisa’
Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
il al ditulis Ahl ar-Ra’yi
Ll Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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J. Pengecualian
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dengan
sebaik-baiknya. Mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk membela diri
dari segala bentuk ancaman, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam Islam,
anak dipandang sebagai fitrah yang suci dan wajib dilindungi oleh keluarga,
masyarakat, dan negara.! Oleh karena itu, keberadaan panti asuhan sebagai
lembaga sosial keagamaan memiliki peran penting dalam merawat anak-anak
yang kehilangan pengasuhan orang tua. Dalam pandangan hukum dan hak asasi
manusia, anak yang tinggal di panti memiliki hak yang sama untuk dilindungi
dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara berkewajiban
menjamin dan memfasilitasi hak-hak anak tersebut melalui instrumen hukum
dan kelembagaan.”? Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya
ironi besar dalam realitas lembaga sosial ini.

Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan
pengasuhan, justru dalam banyak kasus berubah menjadi ruang tersembunyi bagi
praktik kekerasan seksual terhadap anak. Pengasuh yang seharusnya berperan

sebagai pelindung malah menjadi pelaku, memanfaatkan relasi kuasa yang

' M. Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Semarang: CV
Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 42.

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 4.



timpang untuk menyakiti anak asuh. Kasus-kasus ini mencoreng nama lembaga
sosial dan memperlihatkan rapuhnya sistem perlindungan yang seharusnya
bekerja di lingkungan panti. Kekerasan seksual di panti tidak hanya melukai
korban secara fisik dan psikologis, tapi juga menciptakan trauma jangka panjang
yang sulit dipulihkan. Keberadaan anak yang terisolasi dari keluarga, kurangnya
pengawasan, dan ketiadaan sistem pelaporan yang aman menyebabkan kasus
kekerasan sering tidak terungkap.’

Kasus yang menjadi sorotan penelitian ini adalah Kasus Kekerasan
Seksual Anak di LKSA Ash-Shiddigiyah, Kokap, Kulon Progo, Indonesia, yang
telah melalui proses hukum dan diputuskan secara inkrah oleh pengadilan. Kasus
ini mengungkap praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh
terhadap anak-anak panti asuhan dengan korban yang berjumlah 24 orang.*
Putusan pengadilan tersebut menjadi bukti nyata kegagalan sistem pengawasan
dan perlindungan di lembaga pengasuhan, sekaligus memunculkan pertanyaan
tentang efektivitas perlindungan hukum yang ada. Di sisi lain, studi komparatif
ini juga mengambil kasus di Malaysia, yaitu Kasus Kekerasan Seksual Anak di
Rumah GISB Holdings, Klang, Selangor, yang telah diproses hukum dengan
total 625 anak menjadi korban, terdiri dari kekerasan fisik, psikologis, dan

seksual, termasuk 13 korban sodomi. Sebanyak 415 orang ditahan dalam operasi

3 Ismet Firdaus, “Kekerasan terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak,” EMPATI:
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1:1 (2021), hlm. 24.

4 Harian Jogja, “Pimpinan Panti Asuhan di Kulonprogo Dihukum 17 Tahun Penjara
karena Memperkosa Anak Asuh,” meliput Putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor
13/Pid.Sus/2023/PN Wat, 5 April 2023, diakses pada 18 Juli 2025,
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/05/514/1131330/pimpinan-panti-asuhan-di-
kulonprogo-dihukum-17-tahun-penjara-karena-memperkosa-anak-asuh.



https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/05/514/1131330/pimpinan-panti-asuhan-di-kulonprogo-dihukum-17-tahun-penjara-karena-memperkosa-anak-asuh
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/05/514/1131330/pimpinan-panti-asuhan-di-kulonprogo-dihukum-17-tahun-penjara-karena-memperkosa-anak-asuh

besar ini.> Putusan atas kasus tersebut menegaskan pentingnya pengawasan ketat
terhadap lembaga sosial dan pengasuhan anak serta implementasi hukum yang
lebih tegas.

Dalam konteks ini, penting pula menghadirkan perspektif Islam sebagai
landasan nilai yang tidak terpisah dari realitas sosial. Banyak panti asuhan di
Indonesia dan Malaysia berbasis keagamaan, sehingga nilai-nilai keislaman
seharusnya menjadi pijakan utama dalam membangun lingkungan pengasuhan
yang aman. Islam secara tegas menekankan pentingnya menjaga jiwa (hifz al-
nafs) dan kehormatan keturunan (hifz al-nasl), sebagai bentuk perlindungan
terhadap martabat dan keselamatan manusia, khususnya anak-anak.°

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa sepanjang 2023 terdapat 15.120 kasus
kekerasan terhadap anak melalut SIMFONI PPA, dengan bentuk kekerasan
seksual sebagai yang tertinggi dalam periode tersebut.” Kasus-kasus yang sudah
diputus di pengadilan seperti di atas memperlihatkan bahwa walaupun instrumen
hukum telah tersedia, implementasi dan pengawasan masih sangat lemabh.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya pendampingan hukum dan psikologis bagi

5> The Star, “Caretaker sentenced to 10 years jail for child abuse at GISB-linked home,”
September 2024, diakses pada 18 Juli 2025,
https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/09/26/caretaker-sentenced-to-10-years-jail-for-
child-abuse-at-gisb-linked-home.

¢ Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada
Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No.
2 (2020), hlm. 153.

7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kolaborasi
Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak," Siaran
Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024, 6 Januari 2024, diakses pada 22 Juni 2025,
https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg.



https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/09/26/caretaker-sentenced-to-10-years-jail-for-child-abuse-at-gisb-linked-home
https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/09/26/caretaker-sentenced-to-10-years-jail-for-child-abuse-at-gisb-linked-home
https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==

anak korban, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani
kasus kekerasan seksual terhadap anak.®

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), secara
normatif telah memuat hak-hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, serta
menyediakan mekanisme perlindungan, pengaduan, dan pemulihan korban.
Namun, dalam praktiknya, penerapan kedua undang-undang tersebut masih
menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks panti asuhan. Salah satu
kendala utama adalah lemahnya pengawasan dari lembaga pemerintah,
khususnya terhadap panti yang tidak terdaftar secara resmi.” Banyak panti tidak
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan, kode etik
pengasuh, maupun sistem audit yang efektif.!® Bahkan, tidak jarang kasus
kekerasan ditutupi atas nama menjaga nama baik lembaga, sehingga anak

kehilangan akses terhadap keadilan.

8 Nur Aini Fitri Handayani dkk., “Efektifitas Penyidikan terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Seksual kepada Anak,” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4:1 (2023), hlm. 14.

° KPAI, “Mengasuh Panti,” 4 Maret 2017, diakses pada 23 Juni 2025,
https://www.kpai.go.id/publikasi/mengasuh-panti.

10 Muhammad Raihan Firdaus, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Oknum Aparatur Penegak Hukum,” Jurnal Realitas Hukum, Vol. 1:1 (2025), hlm. 12.
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Penulis memilih Indonesia dan Malaysia sebagai objek studi komparatif
karena keduanya memiliki sejumlah kesamaan mendasar, yakni mayoritas
penduduk Muslim, sistem hukum warisan kolonial, serta menghadapi tantangan
serupa dalam perlindungan anak di institusi sosial. Namun, pendekatan hukum
yang digunakan memiliki perbedaan signifikan dalam implementasinya.
Perbedaan sistem hukum civil law di Indonesia dan common law di Malaysia
berdampak pada respons hukum terhadap kekerasan seksual di panti asuhan,
mulai dari pembuatan kebijakan hingga mekanisme pelaporan dan pemberian
restitusi.!!

Efektivitas perlindungan anak sangat bergantung pada seberapa jauh
hukum mampu menjamin rasa aman, pemenuhan hak dasar, dan keadilan bagi
korban. Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki regulasi
nasional serta komitmen internasional dalam perlindungan anak, kesenjangan
antara norma hukum dan pelaksanaannya masih nyata, terutama di lingkungan
panti asuhan.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji
secara mendalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di
panti asuhan dengan fokus pada efektivitas implementasi hukum yang sudah ada
dan analisis perbandingan antara kedua negara. Penelitian ini disusun dengan
judul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Panti

Asuhan: Studi Hukum di Indonesia dan Malaysia.”

"' Dr. Djoni Sumardi Gozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Bandung: Nusa
Media, 2018), him. 123, 137.



B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dikemukakan,
fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan
seksual di panti asuhan menurut sistem hukum di Indonesia dan
Malaysia?

2. Apa persamaan dan perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan
Malaysia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di
panti asuhan?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Dari Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki

tujuan

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap anak korban kekerasan seksual di Panti Asuhan menurut
hukum Indonesia dan hukum Malaysia.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan
pengaturan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani
kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan panti asuhan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis



Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian
perlindungan anak dan perbandingan sistem hukum Indonesia dan
Malaysia. Dengan menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap anak
korban kekerasan seksual di panti asuhan, penelitian ini memperkaya
pemahaman teoritis mengenai bentuk perlindungan hukum yang bersifat
preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M.
Hadjon, serta memperluas penerapan nilai-nilai maqasid as-syari‘ah
dalam konteks hukum positif. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi
referensi akademik bagi pengembangan studi hukum yang berorientasi
pada keadilan dan perlindungan kelompok rentan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah,
lembaga sosial, dan masyarakat dalam memperbaiki sistem perlindungan
anak di panti asuhan. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam
merumuskan kebijakan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan
mekanisme pelaporan dan pemulihan korban. Penelitian ini juga
mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya

perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang

dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk



mendapatkan bahan perbandingan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian
selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan terhadap
penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, jurnal dari Firly Ajurni dan Novilia Wulan sari yang berjudul
“Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan
Anak”. Sistem hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia memiliki
banyak kesamaan, seperti pengaturan dalam hukum keluarga, kewajiban negara
dan masyarakat, serta perlindungan khusus terhadap anak. Di Malaysia,
perlindungan anak telah terintegrasi dalam satu regulasi, yakni Akta Kanak-
Kanak 2001 (Akta 611), yang mencakup berbagai aspek seperti pemeliharaan,
pemulihan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi maupun kekerasan.
Sementara di Indonesia, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai undang-
undang dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif karena
minimnya aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah atau keputusan menteri.
Hal in1 menyebabkan perlindungan anak di Indonesia masih tertinggal dibanding
Malaysia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan hukum, kerja sama
multi-pihak, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar hak-hak anak dapat
benar-benar terpenuhi sesuai standar internasional seperti Konvensi Hak Anak
(CRC).!? Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
fokus ruang lingkupnya, di mana penelitian ini mengkaji perlindungan anak

secara komparatif dalam konteks kekerasan seksual di panti asuhan.

12 Firly Ajurni dan Novilia Wulan Sari, “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan
Malaysia Mengenai Perlindungan Anak,” Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 3 (2023),
hlm. 347-359.



Kedua, skripsi dari Nanang Abdul Rahman yang berjudul “Tindak
Kekerasan Anak Di Panti Asuhan: Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi
Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru”. Kekerasan
terhadap anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru terjadi
dalam tiga bentuk utama, yaitu emotional abuse berupa pengabaian kebutuhan
anak oleh pengasuh, verbal abuse yang ditandai dengan menyalahkan anak
secara lisan, serta physical abuse berupa tindakan memukul anak dalam kondisi
anak sebenarnya membutuhkan perhatian. Kekerasan ini dapat dijelaskan
melalui teori aktivitas rutin dari Felson yang mencakup tiga faktor: adanya
motivasi pribadi dari pelaku, sasaran yang rentan, dan tidak adanya sistem
penjagaan yang efektif. Pelaku, dalam hal ini pengelola panti, didorong oleh
keinginan untuk meraih keuntungan ekonomi dengan menjadikan panti asuhan
sebagai sarana dan anak-anak sebagai objek eksploitasi. Anak-anak dianggap
mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sementara
ketiadaan pengawasan dari pihak berwenang atau masyarakat membuka ruang
terjadinya kejahatan secara terus-menerus. Situasi ini menciptakan pola
kekerasan yang berulang dan sistematis, yang menunjukkan lemahnya
perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak dalam panti tersebut.'?
Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
pendekatan dan objek kajian, di mana penelitian ini menggunakan studi

komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia secara normatif.

13 Nanang Abdul Rahman, “Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan: Tinjauan Tentang
Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru,” Skripsi
(UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
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Ketiga, jurnal dari Nurini Aprilianda yang berjudul, “Perlindungan Anak
Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. UU No.
31 Tahun 2014 mengatur hak korban secara umum tanpa memandang apakah
korban adalah anak atau orang dewasa. Sementara UU No. 11 Tahun 2012
mulai memberikan perlindungan pada Anak sebagai Korban Tindak pidana
secara umum, namun tidak spesifik pada jenis-jenis tindak pidananya. Lebih
lanjut, UU No. 35 Tahun 2014 telah mengatur secara spesifik membedakan hak-
hak anak sebagai korban tindak pidana tertentu. Dibandingkan dengan UU
lainnya, terlihat bahwa UU 35/2014 lebih akomodatif dalam memberikan suatu
perlindungan anak korban kejahatan seksual. Namun, dalam pengaturan
perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Pasal 71D UU
35/2014 mengenai perubahan terhadap UU 23/2002 belum sepenuhnya
mencerminkan penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif.'* Perbedaan
antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini
menggunakan pendekatan komparatif dan berfokus pada perlindungan hukum
anak korban kekerasan seksual di panti asuhan dalam sistem hukum Indonesia
dan Malaysia.

Keempat, skripsi dari Rizki Amelia Binti Azkari yang berjudul,
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-
Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak”. Perlindungan hukum terhadap anak korban

kekerasan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-kanak 611 (A1511) Tahun

!4 Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan
Keadilan Restoratif,” Arena Hukum Vol. 10, No. 3 (2017), him. 309-332.
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2016, yang menegaskan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku serta
memperkuat hak-hak anak, mencakup empat hal pokok yaitu batas usia anak,
Perintah Khidmat Masyarakat (CSO), tempat perlindungan anak, dan
pemberatan sanksi. Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala upaya untuk
menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup dan berkembang secara
optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perspektif
hukum Islam, hukuman ta zir digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap
anak korban kekerasan dengan tujuan preventif, represif, kuratif, dan edukatif,
yakni mencegah, menindak, memperbaiki perilaku pelaku, serta memberikan
efek jera.'®

Kelima, jurnal dari M. Surya Gemilang dan Irma Idris yang berjudul,
“Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban
Kekerasan Seksual”. Lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak
menegaskan perlunya penanganan yang komprehensif dan perlindungan hukum
yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Hal ini mencakup
penyediaan pendampingan, jaminan perlindungan, serta proses pemulihan yang
memadai. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak korban kekerasan seksual masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Di
antaranya adalah masih belum optimalnya regulasi yang secara khusus

menjamin perlindungan maksimal bagi korban, keterbatasan kompetensi aparat

15 Rizki Amelia Binti Azkari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak,” Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
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penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, serta
minimnya fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, rehabilitasi, dan
bantuan hukum. Tak hanya itu, norma sosial dan budaya yang bias sering kali
mengaburkan fokus perlindungan terhadap korban, karena penegakan hukum
cenderung tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak.'® Berbeda dengan
penelitian M. Surya Gemilang dan Irma Idris yang berfokus pada pendekatan
socio-legal dalam konteks umum, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum
secara komparatif di panti asuhan antara Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, meskipun telah banyak
penelitian yang membahas perlindungan anak dan kekerasan seksual secara
umum, serta beberapa studi komparatif sistem hukum di Indonesia dan
Malaysia, namun belum ada penelitian spesifik yang secara komprehensif
mengkaji perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di panti asuhan
dengan studi perbandingan antara kedua negara. Penelitian ini hadir untuk
mengisi celah tersebut dengan menyoroti efektivitas implementasi hukum dan

mengidentifikasi persamaan serta perbedaan regulasi di Indonesia dan Malaysia.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan kumpulan teori yang relevan dan dijadikan

sebagai acuan untuk memahami serta menguraikan permasalahan yang diangkat

16 M. Surya Gemilang dan Irma Idris, “Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan
Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual,” Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 4, No. 1 (2024),
hlm. 58-69.
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dalam penelitian.!” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori sebagai
berikut:
1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu kerangka berpikir
dalam ilmu hukum yang menekankan pada adanya jaminan dan kepastian
hukum bagi setiap individu, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak,
terhadap segala bentuk pelanggaran hak. Menurut Philipus M. Hadjon,
perlindungan hukum kepada rakyat dapat dibedakan menjadi dua bentuk,
yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat
represif.'® Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan
setelah terjadi pelanggaran, dengan tujuan memulihkan hak yang telah
dilanggar.

Dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual di panti asuhan,
teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara, melalui
instrumen hukum, telah menyediakan mekanisme pencegahan, penindakan,
dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Hal ini mencakup
perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum, layanan
pemulihan psikologis, serta jaminan non-diskriminasi dalam perlakuan

hukum.

17 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan
Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT Bina
Ilmu, 1987), him. 2.
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Teori ini juga berpijak pada gagasan bahwa negara memiliki fungsi
pengaturan (regulatory function) dan fungsi pengawasan (supervisory
function) terhadap institusi sosial, sebagai bentuk tanggung jawab hukum
dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Hukum dalam
konteks ini berperan sebagai institusi normatif yang menjaga dan mengatur
ketertiban sosial melalui berbagai peraturan, perintah, dan larangan yang
dibuatnya.."”

2. Magqasid as-Syari‘ah

Dalam pemikiran al-Syatibi, maqasid as-syari‘ah dipahami sebagai
tujuan mendasar syariat yang dikehendaki oleh Allah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Tujuan-tujuan tersebut
menjadi ruh yang menggerakkan setiap ketentuan hukum, sehingga syariat
tidak hanya dilihat dari segi formulasi hukumnya, tetapi dari bagaimana ia
menjaga martabat, keselamatan, serta kesejahteraan manusia.*’

Dalam penelitian ini, empat unsur maqgasid dipandang paling relevan
untuk membaca persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual di
panti asuhan, yaitu: hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-nasl!
(perlindungan keturunan), hifz al-‘agql (perlindungan akal), dan hifz al-din
(perlindungan agama).

Keempat unsur tersebut berfungsi sebagai kerangka analitis dalam

memahami bagaimana negara seharusnya menghadirkan perlindungan yang

19 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 96.

20 Dr. H. Abdul Helim, Magqadsid al-Syari‘ah versus Usil al-Figh: Konsep dan Posisinya
dalam Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), him. 19.
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komprehensif. Pertama, hifz al-nafs menuntut adanya jaminan atas
keselamatan fisik dan psikis anak.?! Dalam konteks penelitian ini, prinsip
tersebut memposisikan negara sebagai penanggung jawab utama dalam
memastikan anak-anak di panti asuhan terhindar dari ancaman kekerasan,
serta memperoleh pemulihan ketika menjadi korban. Kedua, hifz al-nasl
menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi dan kehormatan
anak.”> Kekerasan seksual di panti asuhan merupakan bentuk pelanggaran
serius terhadap magqasid ini karena merusak masa depan, martabat, dan
struktur sosial keluarga. Ketiga, hifz al-‘aql berfokus pada perlindungan
perkembangan mental dan potensi intelektual.”®> Trauma mendalam akibat
kekerasan seksual dapat mengganggu pendidikan, perkembangan emosi, dan
kemampuan anak untuk tumbuh secara optimal. Keempat, hifz al-din
mengandung perlindungan atas nilai moral, integritas diri, dan lingkungan
sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.’* Kekerasan seksual yang
terjadi di lembaga yang semestinya menjadi ruang pembinaan akhlak
merupakan bentuk kerusakan serius terhadap maqasid ini karena mencederai
nilai dasar kemanusiaan dan tujuan syariat.

Dengan empat magqasid tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka

syariat tidak hanya untuk melihat apakah aturan hukum telah tersedia, tetapi

21 Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Magqashid Al-Syari’ah dalam Kajian Teoritik dan Praktek",
Tasyri’ Journal of Islamic Law Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 95.

22 Ibid. him. 98.
2 Ibid. him. 96.

24 Ibid. him. 89.
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juga untuk menilai sejauh mana Indonesia dan Malaysia mampu menjaga

keselamatan, martabat, dan perkembangan anak sebagai amanah syariat.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini
adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (/ibrary
Research), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam
terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur relevan dengan topik yang
diulas. ?° Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kepustakaan,
karena seluruh data yang dikumpulkan berasal dari studi terhadap bahan-
bahan hukum yang terdokumentasi dalam sumber pustaka. Sumber utama
yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan
putusan pengadilan, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal yang relevan
dengan studi perlindungan hukum anak di Indonesia dan Malaysia.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini memiliki sifat analisis-komparatif, yakni dengan
membandingkan pendekatan dan penerapan perlindungan hukum anak di dua
sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta serta karakteristik yang berkaitan dengan fenomena

25 Noeng Mocehajir, Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin,

1998), him. 104.
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yang sedang diselidiki.?® Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut
digunakan untuk mendeskripsikan tentang sistem perlindungan hukum
terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan. Data-data yang telah
dijelaskan kemudian dianalisis lebih lanjut dan diperbandingkan untuk
menemukan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan kedua negara.
Bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah kerangka hukum,
implementasi, serta bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia
dan Malaysia.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif-yuridis.
Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis terhadap norma hukum yang
berlaku, baik di Indonesia maupun Malaysia, dengan cara menelaah peraturan
perundang-undangan, putusan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan
perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di panti asuhan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber
hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, bahan ini terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan yurisprudensi yang mengatur mengenai perlindungan
anak dan kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Di antaranya

adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

26 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), him. 63.
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Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Selain itu
juga digunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, dari
sistem hukum Malaysia, bahan hukum yang digunakan meliputi Akta
Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual
Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) dan Kanun Keseksaan (Akta
574). Termasuk pula dalam kategori ini adalah putusan-putusan
pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap
anak di panti asuhan.

. Bahan Hukum Sekunder, bahan ini terdiri dari buku-buku hukum,
jurnal 1ilmiah, artikel akademik, dan laporan penelitian yang
membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, kejahatan
seksual, dan studi komparatif sistem hukum Indonesia dan Malaysia.
Literatur ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan
analisis normatif dalam penelitian.

. Bahan Hukum Tersier, untuk penelitian ini, bahan hukum tersier
mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang
memberikan definisi, penjelasan, atau interpretasi atas istilah-istilah
hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan anak

serta kekerasan seksual.
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Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis kajian
pustaka (library research), dengan menelusuri berbagai referensi hukum
sekunder yang relevan dengan topik kajian. Proses studi kepustakaan ini
dilakukan dengan mengakses berbagai dokumen resmi, buku akademik,
jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang
relevan dengan topik penelitian. Dengan mengandalkan pada data sekunder,
langkah-langkah pengumpulan data meliputi pencarian, seleksi, evaluasi
kritis, dan penyusunan sistematis atas bahan hukum yang ditemukan. Semua
data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diklasifikasikan secara tematis
untuk mendukung argumentasi dan pembahasan dalam penelitian.?” Melalui
teknik 1ini, peneliti berupaya menyajikan analisis yang mendalam dan
komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
seksual di panti asuhan dalam dua sistem hukum yang berbeda.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahap penting untuk
mengolah dan menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan, sehingga
dapat menghasilkan kesimpulan yang mendukung pemahaman terhadap isu
yang diteliti.”® Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian dinarasikan
dan dideskripsikan menggunakan metode yang telah dipilih penulis, yakni

teori Perlindungan Hukum, dan teori Maqasid as-Syari‘ah. Hasil analisis

27 Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M. Ali Sodiq, M.A., Dasar Metodologi Penelitian,
(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2025), hlm. 28.

28 Restu Kartiko Widi, Asas metodologi penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun
langkah demi langkah pelaksanaan penelitian, (Yogyakarta: Graha [lmu, 2010), hlm. 253.
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tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui perbedaan dan

persamaan dari kedua hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendukung kelancaran analisis dan penyajian hasil penelitian,
penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab, dengan rincian sebagai
berikut:

Bab I, membahas bagian pendahuluan, yang berisi gambaran umum
mengenai penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang permasalahan,
perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan
teoretis yang digunakan, metode yang diterapkan, serta uraian sistematika
penulisan secara keseluruhan.

Bab II, yaitu menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar dalam
menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di
panti asuhan. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori
perlindungan hukum dan teori magashid syariah. Kedua teori ini saling
melengkapi dalam menjelaskan kewajiban negara dan jaminan hak anak sebagai
subjek hukum yang rentan atas berbagai bentuk kekerasan, khususnya di panti
asuhan.

Bab III, membahas gambaran umum pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan, baik di Indonesia
maupun Malaysia. Fokus utama bab ini adalah menelaah sejauh mana regulasi

yang ada dijalankan secara efektif oleh lembaga-lembaga terkait di masing-
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masing negara. Pembahasan ini menjadi dasar sebelum dilakukan analisis
perbandingan pada bab berikutnya.

Bab IV, menjadi bagian inti dalam penulisan skripsi, karena berisi uraian
dan analisis terhadap permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya,
sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam bab ini,
penulis menganalisis perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di
panti asuhan menurut sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Analisis dilakukan
dengan membandingkan undang-undang, implementasi, dan efektivitas
perlindungan hukum di kedua negara menggunakan teori perlindungan hukum
dan Magasid as-Syart ‘ah.

Bab V, merupakan bagian penutup yang menyajikan simpulan dari hasil
pembahasan serta memberikan saran yang dapat dijadikan rujukan untuk tindak
lanjut atau penelitian lanjutan. Pada bagian akhir skripsi ini juga disertakan
daftar pustaka yang memuat seluruh sumber yang digunakan selama proses

penulisan.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan maka penulis memberikan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti
asuhan di Indonesia dan Malaysia memiliki dasar hukum yang jelas.
Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan Malaysia mengatur hal ini
melalui Child Act 2001 dan Sexual Offences Against Children Act 2017.
Praktik di lapangan berbeda: Indonesia lebih menekankan aspek represif
melalui pemberatan hukuman bagi pelaku, sementara aspek preventif dan
rehabilitatif masih terbatas karena banyak panti belum terakreditasi dan
layanan pemulihan sebagian besar dijalankan oleh NGO. Malaysia
menyeimbangkan aspek represif dan rehabilitatif melalui JKM, sistem
child-friendly justice, dan layanan pemulihan psikologis yang lebih
terstruktur, meski kasus GISB 2024 menunjukkan keterbatasan
pengawasan preventif. Dalam kerangka teori Philipus M. Hadjon,
Indonesia lebih dominan pada represif, sementara Malaysia lebih
menonjolkan dimensi rehabilitatif. Dari perspektif maqasid as-syari‘ah,

Indonesia menekankan #ifz al-nasl melalui penegakan sanksi, sedangkan

77
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Malaysia menekankan pemulihan hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-din

melalui layanan rehabilitatif dan sistem peradilan ramah anak.

. Persamaan perlindungan hukum kedua negara terlihat dari ratifikasi
Konvensi Hak Anak (CRC), kepemilikan regulasi khusus seperti
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di
Indonesia, serta Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Akta
Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792)
di Malaysia, serta penerapan sanksi pidana berat bagi pelaku, yakni di
Indonesia melalui Pasal 81 ayat (1) dan (7) UUPA yang mengatur pelaku
yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dapat dipidana 3—15 tahun
penjara dan denda Rp60-300 juta, serta dapat dikenai kebiri kimia dan
pemasangan alat pendeteksi elektronik, sedangkan di Malaysia melalui
Seksyen 14 Akta 792 pelaku yang melakukan kontak fisik dengan anak
tanpa persetubuhan dapat dihukum penjara hingga 20 tahun dan hukuman
sebat. Perbedaannya terletak pada orientasi perlindungan: Indonesia lebih
fokus pada pemberatan hukuman, sedangkan Malaysia menekankan
rehabilitasi melalui integrasi konseling, dukungan psikologis, dan sistem
child-friendly justice. Kendala utama Indonesia berada pada pengawasan
preventif yang lemah, akreditasi formalitas, minimnya inspeksi rutin,
serta terbatasnya layanan pemulihan yang diberikan oleh negara,
sementara Malaysia menghadapi tantangan dualisme hukum sivil-syariah

dan ketergantungan pada NGO. Berdasarkan teori Hadjon, keduanya
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sama-sama memiliki kelemahan preventif, namun berbeda dalam dimensi
pemulihan; dilihat dari maqasid as-syari‘ah, Indonesia menekankan hifz
al-nasl melalui pemberatan sanksi, sedangkan Malaysia menekankan hifz
al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-din melalui perlindungan psikologis dan

pemulihan korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada

bab sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki
keterbatasan pada aspek data empiris mengenai kondisi panti asuhan dan
pengalaman langsung korban. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat
menggunakan pendekatan empirical legal research untuk menggali lebih
dalam praktik perlindungan anak di lapangan. Kajian perbandingan yang
melibatkan negara-negara lain di kawasan ASEAN juga penting untuk
memperkaya perspektif, menghadirkan standar regional perlindungan
anak, serta menambah kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu

hukum perlindungan anak.

2. Bagi Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat. Sebagai
pertimbangan praktis, pemerintah perlu memperkuat aspek preventif
melalui pengawasan yang konsisten, mekanisme akreditasi panti yang

transparan, serta penyediaan layanan rehabilitatif yang dikelola langsung
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oleh negara. Aparat penegak hukum di kedua negara diharapkan lebih
konsisten menerapkan prinsip child-friendly justice dengan pemanfaatan
rekaman video kesaksian, pendampingan psikolog, dan ruang sidang
ramah anak. Masyarakat dan organisasi sosial juga perlu terlibat aktif
dalam pengawasan bersama serta pendampingan korban, sehingga
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di panti asuhan dapat

berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
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